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Menimbang : a.

BIIPATT sAr[BAS?

bahwa untuk melaksanakan ketenhran Pasal 8 ayat

t2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2

irft rr, zAtZ tentang Penanaman Modal;
bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi
perusahaan dalam pembangunan daerah;
L.n*" berdasarkan pertimbangan sebagaimana
itimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Brrpati Sambas tentang
Mekanisme dan Tatacara Pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
fenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tshun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai .Undan$-
Undang {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistenn
(Lembaran Negar:a Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3a9U;
Undang-Undang Nomor I Tahun 1,999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi,
Koftesi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 385U;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2A07 tentang
Penanaman Modal G,embaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 67, Tarnbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 4A Tahun 2OOT tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negma Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a756|6
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6. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha

Makro Kecil a"tt Menengah (Lembaral Negara

Republik Indonesia Tahun ZOOS Nomor 93' Tambahan

frmUaran Negara Republik Indonesia Nomor a866);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan'sosial (t'embaran Negara Republik

Indoiresia Tahun 2OOg Nomor L2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik 

- 
Indonesia Tahun 20ll

illo*o, 82, famUahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20 13 tentang

BadanUsahaMilikNegara(LembaranNegara
RepubliklndonesiaTahun2oosNomorTo,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2971;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaim"na 
-telah du. kali diubah dan terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupate n/Kota (trmbaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOZ tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47all;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tah:un 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ot2 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5305);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK12005
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas
Sektor dan Dunia Usaha;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2Ol2
tentang Forum Taaggung Jawab Sosial Dunia Usaha
Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
PER-O7/MBU|2Arc tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-0S/MBU l2OO7 tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-2OIMBU l2An Tangal
27 Desember 2Ol2 dan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-OS/MBU l2OI3
Tanggal 1 Mei 2O13;
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Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 2 Tahun
2Al2 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah

Kabupaten Sambas Tahun 2OL2 Nomor 5);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2OO8

tentang Struktur Organisasi, T\rgas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas.

UEMUTUSI(AI{:

Menetapkan : PERATIIRAI{ BUPATI ?EIITANG MEKAIIISIUE DAI{ TATA
CARA PEI"AI{SAIIAAIT TAilGGUITG JAUTAB SOSIAL DAI{
LII{GKTINGAN {TJSLI PERUSAIIAAIT DI I{ABT'PATEN
SAIBBAS.

BAB I
K TEITTUAN TIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Daerah adalah Kabupaten Sambas.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sambas menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urrsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.

5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah Kabupaten Sambas yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ral+rat Daerah, Dinas, Badan,
Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.

7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang
selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas.

8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah anggaran yang berada pada SKPD di jajaran Pemerintah
Kabupaten Sambas.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka pen5rusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

lo.Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah langkah
kebijakan terarah melalui Rencana Pembangunan Jangka panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2OO5-2A25, yang dijabarkan
lebih lanjut kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

17.

18.

2.
3.

4.

ltc

3



(RPJMD) lima tahunan serta merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan

Program kePala daerah terPilih'
ll.Tan-g*ung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya

aisifrtaiTJsl Perusahaan adafah Tanggung Jawab yang melekat pada

setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,

seimtang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norfila dan budaya

masyarakat setemPat.
l2.Perusahaan adatair organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupu,n yang didirikan

berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan

menghimprrr, *od*1,'bergeiat aaUm kegiatan produksi barang dan/ atau
jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan'

13. Forum Pelaksana Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan yang

selanjutnya disingkat Fp-rJsl adalah forum yang dibentuk oleh

peruJahaan-p"**.haan yang berinvestasi di Kabupaten Sambas yang

terfungsi sebagai wadah koordinasi antara pemegang kepentingan
kegiata; TJSL Perusahaan dan pelaporan kegiatan TJSL Perusahaan

yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas.
14.Tim Fasilitasi Pelaksanaan TJSL yang selanjutnya disingkat TFP-TJSL

adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Sambas, yang bertugas membantu
Bupati Sambas dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi kegiatan TJSL di tingkat Kabupaten'

fS.fim f'asilitasi Pelaksanaan TJSL Kecamatan yang selanjutnya disebut
TFP-TJSL Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Sambas,
yang bertugas memfasilitasi usulan program kegiatan TJSL diluar Forum
TJSL di tingkat Kecamatan.

l6.Perusahaan Pelaksana TJSL adatah perusahaan yang melaksanakan
TJSL secara langsung dilokasi usahanya dan tidak melalui Forum TJSL
di Kabupaten.

BAB II
RUAITG LIITGKTIP

Pasal 2

{1} Ruang lingkup Peraflrran Bupati ini meliputi perencanaan dan sasaran
pelaksanaan, kewajiban perusahaan, perall Pemerintah Daerah,
mekanisme dan tata cara pelaksanaan, serta penghargaan pelaksanaan
TJSL Perusahaan di Daerah.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam
kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima
dampak atas kegiatan operasional perusaha.an.

BAB III
ilAKSIID DAff TT'JI'AIT

Baglan Kesatu
Mahsud

Pasal 3

Peraturan Bupati i&i dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi
pelaksanaan TJSL Pemsahaan di Daerah.



Bagian Kedua
?u1iuan

Pasal 4

Tqjuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
a. 

-ferwujudnya pelaksanaan TJSL Perusatraan di Daerah yang

berkelanjutan;
b. Terwqiudnya keterpaduan antara pelaksanaan TJSL Perusahaan dengan

program pembangunan Pemerintah Daerah; dan

". t"*q;udnya tata cara pelaksanaan bagi perusahaan yang melaksanakan
TJSL.

BAB IV
PERTITCAITAAil DAIT SASAItAil PELIIXSIAITAAIT TJSL

Bagian Kesatu
Petencanaan

Pasal 5

{1} Perencanaan pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daera}r dilakukan dengan
melibatkan semrra pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
yang akan dibiayai oleh perusahaan-

(2) Penyampaian usulan kegiatan yang at<an dibiayai dari dana TJSL
Perusahaan diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanalran secara berjenjang dari
tingkat Desa, Kecamatan sampai ke tingkat l(abupaten.

(3) Selain usulan kegiatan yang dimaksud pada ayat (21, perusahaan
pelaksana TJSL dapat melaktrkan kegiatan secara langsung, yang
pelaksanaannya berkoordinasi dengan TFP- TJSL Kecamatan.

Bagian Kedua
Sasarau Pelaksanaat TJSL

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan TJSL yang diprioritaskan meliputi:
a. Bidang pendidikan, y€rng diarahkan untuk penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan yang layak dan memadai disemua jenjang
pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan non formal,
peningkatan kualilikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga
kependidikan, pemberian beasisura dan kegiatan pengembangan Srrmber
Daya Manusia lainnya;

b. Bidang kesehatan, yang diarahkan pada pemenuhan sarana dan
prasarana kesehatan, yarlg memadai bag seluruh Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas), Fuskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Pos
Pelayanan Terpadu dan pusat pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan
kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;

c. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang diarahkan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah yang berbasis pada sektor keunggulan
komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal dan
pengembangan potensi lainnya;

d. Bidang pembangunan infrastruktur, yang diarahkan untuk
meningkatkan sarana dan praszrrana lingkungan pedesaan, yang
mencakup pembangunan listrik perdesaan, penyediaan air bersih,
pembangunan jalan dan jembatan, dan pemenuhan sarana dan
prasararla dasar lainnya;



e.

f.

Bina lingkungan, yalrg diarahkan pada kegiltan pemberdayaan kondisi
sosial *i*y.r"t "t-*"t*t ri 

pencegahan polusi, penggunaan sumber daya

,rrU Uertetan3utan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
ierta proteksi dan restorasi lingkungan; dan
Bidanrg pembangunan lainnya yang sinergi dengan program prioritas
pembangunan daerah.

BAB V
TTWA"IIBAII PERUSAIIAAIT DAT PERAIT PEMTRINTAH DAERATI

Bagian Kesatu
Kewqiiban Perusahaan

Pasal 7

(1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib
menJrusun dan rnelaksanakan kegiatan TJSL Perusahaan.

{2} Kegiatan TJSL Pemsahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannJra dilakukan dengan
memperhatikan asas kepahrtan dan kewqiaran.

{3} Perusahaan wajib menetapkan TJSL Perusahaan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program
pengembangan perusahaan.

Bagian Kedua
Peraa Pemerintah Dacnh

Pasal I
Peran Pemerintah Daeratr dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan adalah:
a. Memberikan informasi dan berbagai data guna pen5rusunan kegiatan

TJSL Perusahaan;
b. Menyampaikan program pembangunan skala prioritas sebagai bahan

dalam perencanaan kegiatan TJSL Pemsahaan kepada FP-TJSL;
c. Mendorong dan memfasilitasi terbenhrknya Forum dalam pelaksanaan

kegiatan TJSL Perusahaan;
d. Memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan

kegiatan TJSL Perusahaan dan mempublikasikan kepada masyarakat;
dan

e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
TJSL Perusahaan.

BAB VI
UEKAITIS}IE DAIT TATA CARA PEI*AKSAITAAIT TJSL

Bagian Kecatu
Pelakaaaaa TJSL

Pasal 9

(1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berbadan hukum berbentuk
Perseroan Terbatas (PT).

{2) Pemsahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U berstatus pusat,
cabang atau unit pelaksara yang berkedudukan di Daerah.

(3) Perusahaan pelaksana T.ISL tidak dibedakan antara perusahaan milik
pemerintah, pemerintah daerah atau mifik swasta yang menghasilkan
barang atau jasa.



[4] Pelaksanaan TJSL Perusahaan dilaksanakan melalui Forum Musyawarah

TJSL sesuai agenda yang telah ditentukan dan disepakati.
(5) pelaksanaan i.lSl ierusahaan dapat dilaksanakan diluar Forum TJSL

oleh masing-masing perusahaan tetapi tetap berkoordinasi dengan TFP-

TJSL Kecamatan.
(6)Alur Mekanisme pelaksanaan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini-
(7)Alur Meianisme pelaksanaan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

kragraf Kesatu
E'P.TJSL

Pasal 10

(1) Setiap perusahaan yang menanamkan modalnya di Daerah berhimpun
dalam FP-TJSL.

(2) FP-TJSL sebagaim€ura dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. Menerima dan membahas usulan rencana kegiatan TJSL dari TF"-
TJSL;

b. Mengisi dan menyerahkan formulir penryataalr minat kepada TFP-
TJSL;

c. Mengikuti Forum Musyawarah TJSL bersama TFP-TJSL dan
masyarakat;

d. Merumuskan rancangan naskah kesepakatan dan/atau perjanjian
kerja.sama bersama TFP-TJSL;

e. Menandatangani naskah kesepakatan bersama;
f. Menyampaikan laporan semester pelaksanaan TJSL Perusahaan

kepada BPMPPT; dan
g. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSL Perusatraan- 

kepada Bupati metalui TFP-TJSL.
(3) FP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, mempunyai fungsi :

a. Mendorong peran serta perusahaan sebagai mitra pemerintah daerah
dalam pelaksanaan TJSL;

b. Berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program
pembangunan di dalam dan di luar daerah;

c. Memberikan saran dan pemikiran kepada pemerintah daerah terkait
rencana program pembangunan daerah yang diprioritaskan dan
dibiayai melalui dana TJSL; dan

d. Berkoordinasi dengan TFP-TJSL terkait perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan TJSL Perusahaan dengan TFP-TJSL.

{41 Bentuk formulir pernyataan minat sebagaimana disebut pada ayat (2}
angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

(1) Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSL sebagaimana dimaksud pada
Pasal LO ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.

(2) Dalam pembentukan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), FP-TJSL dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat
dan/atau pihak ketiga.



Paragraf Kedua
TFP-rJSL

Pasal L2

{1} Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kegiatan TJSL di Daerah, dibentuk
TFP-TJSL.

(2) Dalam rangka menjalankan tugasrSra TFP-TJSL mempunyai fungsi' 'mengkoordinasikan pen)nrsunan perencanaan program, fasilitasi
p"t"t*roaan, evaluasi dan pelaporan TJSL dengan pihak-pihak terkait;

(3) IFP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hrgas :

a. Memberikan infonnasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan
menginventarisasi data dan informasi program dan kegiatan yang
layak dibiayai melalui dana TJSL;

b. MenSrusun jadwal dan agenda n.tin rapat Forum TJSL;
c. Menyampaikan data dan inforraasi hasil dari Forum TJSL maupun

hasil Musrenbang;
d. Memfasilitasi usulan kegiatan TJSL baik di dalam mauputl di luar

Forum TJSL yang merupakan inisiasi perusahaan;
e. Mengkonsultasikan hasil rapat Forum TJSL kepada T$PD;
f. Memfasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama

dan/atau perjanjian kerjasarna pelaksanaan TJSL;
g. Melalrukan evaluasi dan menyampaikan laporan tahunan

pelaksanaan TJSL didaerah kepada Bupati.
(a) Mengusulkan nominasi peraih penghargaan bagi perusahaan yang sudah

melaksanakan kegiatan TJSL kepada Bupati.
{5} Pembentukan TFP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat tU,

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Rapat tlusyararah TJSL

Pasal 13

{1) Dalam rangka menyatukan persepsi antara FP-TJSL, TFP-TJSL dan
masyarakat diadakan rapat musyawarah TJSL;

(2) Rapat musyawarah TJSL dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam
setahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan di Luar Fonrm TJSL

kragraf Kesatu
TFP-TJSL Keeamatan

Pasal L4

(1) Dalam rangka pelaksanaan TJSL di luar Forum TJSL perusahaan yang
akan melaksanakan kegiatan TJSL melakukan koordinasi dengan TFP-
TJSL Kecamatan;

(2) Dalam rangka meqiatankan tugasnya Tf'p-f.lSt Kecamatan mempunyai
fungsi mengkoordinasikan usulan program, fasilitasi pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan TJSL dengan pihak-pihak terkait;

(3) Dalam rangka menjalankan hrgasnya TFP-TJSL Kecarnatan mempunyai
tugas:
a. Men5rusun jadwal daa agenda rutin rapat TFP-TJSL Kecamatan;
b. Memfasilitasi dan mengajukan usulan kegiatan TJSL dari Pemerintah

Desa;
c. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSL Kecamatan

kepada Bupati melalui TFP-TJSL;



d. Menerima laporan pelaksanaan TJSL dari perusahaan;

e. Melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan Pemerintah

Desa di Kecamatan tenLng hal iurrg berhubungan dengan

pelaksanaan TJSL Perusahaan'
1+) eembentukan TFP-T}SL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
' ' ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

kragfaf Kedua
Perusahaan Pelakaaa TJSL

Pasal 15

(1) Perusahaan yang yanF -melakukan 
kegiatan TJSL dihrar Forum TJSL

disebut Perusahaan Pelaksana TJSL;
(2) Perusahaan Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
'-' mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan T{SL ditempatnya melakukan

usaha dengan *tg*", kepada aturan yang berlaku;
(3) perusahaan pelaksana fJSl sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

bertugas sebagai berikut:
a. Menerima -usulan program TJSL yang diqiukan oleh TFP-TJSL

Kecamatan;
b. Mengisi formulir pernyataan minat;
c. Melaksanakan tegiatan TJSL ditempatnya melakukan usaha; dan

d. Memberikan laporan kegiatan TJSL kepada TFP- TJSL Kecamatan

( ) Bentuk formulir pernyataan minat sebagaimana disebut pada ayat (3)

angka 2 tercantum aaUm Lampiran III yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini-

BAB VU
PERAII SERTA UASYARAITAT

Pasa] 16

(1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat margajukan usulan
atas rencana program TJSL yang akan dilaksanakan oleh pemsahaan;

[2] Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
a. n4etatui mekanisme yang dilakukan dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang); dan
b. pengajuan permohonan TJSL melalui Pemerintah Desa untuk

disampaikan ke TFP-TJSL Keeamatan-
(3) Setiap or"ng dan/atau kelompok masyarakat dapat unhrk iklt' ' 

melakukan pengawasan pelaksanaan TJSL dan harus berkoordinasi
dengan Forum dan/atau diluar Forum TJSL;

BAB VIII
PEICATATAIT DAN PETITPORAT

PELAIrSAISAAfi TJSL

Pasal 17

(U FP-TJSL menyampaikan laporan semester pelaksanaan TJSL kepada
BPMPPT dan laporan tahunan kepada Bupati melalui TFP-TJSL.

(2) TFP-TJSL menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSL di daerah
kepada Bupati.

{S}TFP-TJSL Kecamatan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan
TJSL Kecamatan kepada Bupati melalui TFP-TJSL.

(4| Perusahaan Pelaksana TJSL menyampaikan laporan semester
pelaksanaan TJSL kepada BPMPPT dan Laporan tahunan Kepada Bupati
melalui ?FP-TJSL.



{5} Bentuk laporan sebagaimaaa dimaksud pada ayat {1}, ayat (21, ayat (3}

dan ayat (a) tercantui aatam l,ampiran (iV|, l"alnpiran [V], I"ampiran {VI}

dan Lampiran MI) yang *"*prk"t b"girt yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

BAB IX
PEilGTIARGAAtr

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan {enaoa perugchaan yang telah

melaksanakan TJSL sesuai dengan usulan dari TFP-TJSL-

(2) Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk:
a. Piagam Penghargaan; danlatau
b. Publikasi di media massa.

BAB X
KETEITTTIAIT PEITUTT'P

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

B[pati iniaengan penempatannya dalam Berita Daera]r Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal L Oktober 2O15

BT'PATI SIAUBAS,

TTD

JT'ITAR:il I}fi'IIARI}I ALIM

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 Oktober 2O15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

MARIANIS

Nip. 19640112 200003 1 003



I

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA

PEI,AKSANAAN TANGGUNG JAWAB

SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DI KABUPATEN SAMBAS

ALT'II MEI(AITISIilE PTIAKSANAAIT TJSL DI IIABTIPATEIT SAUBAS
MEI,AI,Iil trlORI'M TJSL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya BI'PATI SAMBAS,

TTD

JT'LIARH EIIIHARI}I ALWI

Nip. 1964o1t2 2OOO03 1 OO3



I,AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2Ol5 TEr'ITANG MEKANISME DAN
TATA CARA PEI,AKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DAN UNGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN

SAMBAS

ALI'R }IEI{AITISME PEI.AKSAISAAff TJSL DI I(IIBT'PATEIT SAUBAS
DILUAR TORITM TJSL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPAI,A BAGIAN HUMUM

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIA TI IUUIIARI}I ALUII
MARIANIS

Nip. 1964OL12 2OOO03 1 003

DAN



LAMPIRAN Itr
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA

PEI.AKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN UNGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN SAMBAS

SURAT PER}WATAAN MINAT
UNTUK MEI..AKSANAKAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN

LINGKUNGAN DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Alamat

Telepon / Fax..

Handphone

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui usulan
kegiatan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan

di Kabupaten 
- Sambas dari Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten

Sambas/Iiecamatan ...... .. tahun maka dengan ini saya

menyatakan berminat untuk mengikuti petaksanaan kegiatan Tanggung

;awab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Sambas / Kecamatan
.... dan sanggup mentaati peraturan tentang TJSL yang ada.

lYana Kegiataa LoLast Kedatan

Demikian pemyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan
rasa tanggung jawab.

Sambas,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN PERUNDANG-UNDANGAN

(..',......................................)

BI'PATI SIAUBAS,

TTD

JITLIARII IL'UIIARI}I AI,WI

ina (IV/a)
Nip. 1964A112 2O0OO3 1 003

Jumlah Anssarau
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